EAE IV | g
ANALISA KOMPARASI JARIMAH FOLITIY MENURLT

HUKUM ISLAM DAN HUKLUM FOSITIE

Aspek persamaan dan perbedaan  jarimah politik  menc it

Sebagaimana vana ts=lah reEnyusun  kemukakan tentang
pengertian dari  kedua keiahatan dalam hukum Fidana I=1lam
dan dalam CUHF Indonesia, mala terdapat persamaan

delik kejahatan terhadap keamanan negara, dapat terlihat

dari bentuk atau corak kejahatan dan siapa pelaku keiaha—
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1

tan tersebut serta dalanm kondisi yang bagaimana kejahatan
tersebut dikategorikan dalam jarimah al baghyu dan dalam
kejahatan terhadap- Eegmaman negara dalam KUHF Indonesia.

Karena pada hakekatnya, ﬁembunuhan terhadap rakyat
biasa berbedas dengan  membunuh kepala negara , terutama
bila dilihat dari dampak peambunuhan tersshut « kalau
sesearang  membunuh  rakyat biasza dampak yang ada hanya
terjadi pada keluarga Lkorban » tetapi manakala pembunu-
han tersebut kepada kepala nzgara maka resikonva
adalah bagi semua rakyat dalam suatu negara, dan yang

-

m

paling' fatal adalah stabilitas Nasional jelas akan +

ganggu karena sang pemimpin tidak ada, demikian pula dari

1l

f i 0
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sanksi tthadap pelaku kéjahatan tersebut tentunya berbe-
da. Hal ini bisa kita lihat dalam hukum pidana Indonesia.
Fembunuhan pada rakyat biasa dituntut dengan hukuman
paling lama lima belas tahun, sesuai dengan KUHF pasaLESB,
sedangkan  bagi pembunuhuhan kepala negara dtituntut
dengan hukuman terberatnya , yakni hukuman mati, sesuai
dengan pasal 104 EUHF. (Frof. Mosliatno,8H. KUHF:S1).

Yang membadakan antara hukumam pidana Indonesi=
dengan hukum pidans I=slam, terutama dalam peristiwa terse—
but adalah dari segi sanksinya, karena hukum pidana Islam

lebih melihat kepada unsur manusianya yang pada hakekatnya

Mmanusia itu semuanya sama, tidak ada perbedaanya , maka
hukuman bagi pelaku  kejahatan tersebut adalah qisos.
Hukuman qisos berlakuy bagi rakyat biasa yang terbunuh,

maka pembunuhnya dihukum qisés, begitu pula bagi pembunuh
kepala negara maka hukuman vang diterima adalah hukuman
gisos pula. |

Hukum pidana Indonesia memberikan rincian vang seje—
las-jelasnya terhadap kejahatan vang ditujukan bagi pen-,
guasa, dari sekecil-kecilnya sampai kebada-persaalan yang
sebesar-besarnya. Hal ini dibuat untﬁk memberikan tuntutan
Yang pasti bagi para penegak hukum dalam rangka menegakkan
keadilan ,

Dalam hukum islam tidak setiap tindak pidana vang

mempunyai tujuan atau tendensi .pulitik disabut Jjari

mah politik + tetapi situasi dan kondisi suatu negara
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dimanza perbuatan ity dilakukan merupakan faktor yang
gzansial  untuk me netapkan suatu jarimah politik , sebab

jarimah politik +tidak timbul dalam situasi hiasa, sebagai-

-

mana dikatakan oleh Abd Qadir Audah, bahwa sesunoguhn

va teriadinya jarimah politik tidalk dalam situasi seperti

biasa, melainkan terjadi atas dasar negara dalam keadaan
darurat perang, szlanjutnya beliay ma2ngatakan : Apabila
banglkit dari rakvat untuk menentang pemsrintah

dengan sebagian rakyatnya vang keluar dari pemerintahan .

( Audah, Jilid I ; 101 ) Tetapi apabila perbuatan tersebut

dilakukan sedang Negara dalam keadaan aman atal

disebut jarimah biaca.

Sedang dalam tindaipl€an lltlk KUHE idak memperha-
tikan faktor situasi dan rondisi pada waktu kejahtan itu
dilakukan, vang penting uatan itu mempunyai tendensi

politik dan dapat membahayakan pemerintah atau ne

ul
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LA
walaupun dilakukan hegara dalam keadsan aman.

Dengan demikian tindak ﬁii_ P@lltikk_dalﬁn‘ hukum

pidana positif adalah mer tpakan tindak pidana politik,
tetapi tindak pidana politik dalam hukum positif belum

tentu tindak pidana politik dalam hukum pidana islam.

Akan tetapi kalau dikaji beberapa kitah figih islam ,
terutama yang berkenaan dengan jarimah al baghyu ini, para
fugoha tidak begity banyaik memberikan rincian yang Jjelas
menganai jarimah al baghyu, namun walau demikian para
fugaha sangat berhati-hati untuk m2nilai  suatu  jarimah s

dalam kasus vang bagaimanakah kejahatan tarsebut dikate
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gorikan sebagai jarimah biaea dan jarimah al baghyu ?
Haga untuk itu para fugaha memberikan ciri atau syarat-
svarat Lkhusus bagi jarimah al baghyu vang syarat ini
membedakan antara Jarimah al baghyu dengan jarimah yang

lainnya.

]
]

Syarat itu adalah :

I
I

1. Pun¥a tujuan yang Jjelas, vaitu menagemukakan alasan dan

s2bab mereka berontak dengan dalil vang salah.

iJ

- Mempunyai kekuatan, syarat ini lebih ditekankan oleh
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para ftugal bagai kelompok yang mempunyai ke

Z« Punva benteng tertenty, artinva mereka mempunyai suaty

tempat sebagai =zarana untuk berkumpul , mengatur

m

iasat,
memberikan komando militer dan sebagai sarana untuk ber
lindung.

4. Ada pemimpin vang diikuti, sehingga dengan adanya pe
mimpin semua urusan ada yang mengendalikan.

5. Jarimah tersebut dilakukan dalam situasi negara dalam
keadaan perang.

Suatu jarimah dapat dikategorikan sebagai jarimanh alf
baghyu manakala dari keiiha - syarat tersebut dipenuhi,
bila syarat-syvarat tersebut tidak terpenuhi, maka kejaha

tan

i1}

rsebut  dinilai sebagail jarimah biasa vang ketentuan
sanksinya telah diatur berdasarkan kejahatan vang telah

mereka lakukan.
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Manakala dari lima syarat tersebut telah terpsnuhi
maka tidak ada hukuman lain, kecuali méreka diperangi
sehingga mereka zadar akan perbuatannya, namun ketilka
mereka telah menyerahkan diri dan berjanii tidak mangulagi

perbuatannya itu maka merek

]

berhak untuk diampuni dan
dibebaskan dari hukuman.
Utk memerangl mereka para fugsha menitilk tekankan

kepada beberapa cara dari tahapan vane ringan vakni merska

Sebagaimana tindakan sayyidina Utsman ketika menghada-
pi para pemberontak untuk menekan beliau agar turun dari
dabatannva akantetapi Usman tidak berlaku keras kepada
mareka, bahkan meréka diajak berdialog untuk mengkompromi-
kan antara tuntutan dan kebijakan Usman. Namun manakala
dialog tersebut'tidak berhasil dan mereka masih tetap
membangkang dan melakukan aksi pemberontakan maka tindakan
tegas harus diambil, seperti tindakan Ali r.a menumpas
kaum khowarij.( Salaby jakarta ; Fustaka al Husna W lo9gF §
F04) hal ini dimaksudkan agar kejahatan tersebut tidak
menyebar luas dan  kesatuan serta persatuan  umat Islam
tetap terjaga dan terpelihara.

Dalam peristiwa yang semacam itu  bagi hukum pidana
Indonesia nampaknya hampir ada kesamaan s kebijakan dalam
mensikapi mereka para pemberontak dan pengacau  keamanan

seperti di Timor-timur akan dituntut hukuman pidana vang



terdapat dalam pasal 108 KUHF.
Dalam hal ini peristiwa di Timor - Timur ada beber

apa  kesamaan antara hukum pidana Indonesia , kesamaan

tersebut adalah bagi mereka yang menyerahkan diri dan
sadar akan psrbuatannva yang keliru, cleh Presiden diberi
amnesti dan begitu pula dalam Fuikum  pidana  Islam  bagi
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yang telah m
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nyarah maka tidalk bo
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Setelah memperhatikan klasifikasi Jjarimah politik
yaitu al baghvu dalam hyukum pidana islam dan kejahatan
keamanan negara dalam KUHE Indonesia, maka terdapat perbe—
daan vang Eaﬁgat Prinsip, vaitu -
a)\Jarimah al baghyu dalam hukum pidana islam, baru dapat
dikatakan jarimah al baghyu manakala dilakukan secara
berkelompok dan bertujuan untuk menggulingkan permerintah
YAang sah e '

w E ' ' «3adangkan kejahatan terhadap

keamanan neqg

]

ra, dapat dik

L1

takan kejahatan keamanan nagara

A}

i

baik dilakukan oleh individu ataupun kelompok.

b} Dalam hukum pidana Indonesia kejahatan terhadap keamaﬁ
nan  negara dapat dilakukan dengan cara pemberontalkan
mavpun dengan cara lain yang mengarah  kepada pemarintah.
Sedangkan dalam bukuam pidana Islam baru dikatakan jarimah
al baghyu manakala terjadi atau dilakukan dengan pemberocn-—
takan atau pPerang saudara,

€} Dalam hukum pidana Indonesia, ada kemungkinan terjadi
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kejahatan biasa menjadi kejahatan politik apabila kejaha
tan itu ditujukan kepada pelaksanaan politik. Sedangkan
dalam hubkum pidana i=zlam Justru sebaliknya, meskipun suatu
kgjahatan itu ditujukan kepada pelaksana politik atau  ber
tendensi politik selama tidak dilakukan sescara berger—
ombol dalam suatu pemherontakan atang perang saudara ; maka
kejahatan itu menjadi kejahatan biasa.
sanksi kepada pelaku reiahatan, yang tentunya ada beberapa
kelebihan—kelebihan dari masing-masing kedua hukum terse-—
but.

Kelebihan hukum pidana islam, yaitu 3

1. Membedalkan antara kejahatan biasa dengan kejahaiaﬁ
politik e laEi s2gil cara dan pelakunya. Meskipun obyek ke
jahatan itu Kepala Negara, kalau melakukannya tidak me
menuhi gyérat = syarat yang ditentulkan « maka kejahatan
itu belum disebut jarimah al baghyu, tetapi merupakan
kejahatan biasa. Membunuh rakyat biasa hukumannya sama

d

1]

ngan membunuh kepala negara, yaitu dibunuh sebagaima-
na dalam hukuman qisﬁas.

2. Memberikan syarat-syarat vyvang jelas bagi pelakunya
untﬁk dapat dikenai ancaman hukumannya, juga memberikan
Cara-cara yvang jelas untuk menghilangkan kejahatannya
atau memberantasnya, dari cara yang paling halus sampai

cara yang kasar vakni ditumpas.
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'3. Membedakan Pelakunya » maksudnya meskipun Sasarannya
kepala Negara kalay hanya dilakukan sendirian'dalam si
tuasi Yang aman bukanian disebut bughat, tetapi bila
meraka bergeromhol, punya kekuatan, Punya tujuan vang
jelas dan dalam situasi'yang kacaumaka hary kejahatan

itQ disehyt bughat,

Kelebihan hukum pidana IﬁdEﬁEEia, vaity

1. Membedalan antara kejahatan blasa dengan kejahatan tofp
hadap keamanan Negara, baik darj materinyva mauUpun darj
hukumannya. Hukum Pidansg Indonesia lebih MEMperhatilkan
kepala'negara ﬁibanding sebagai kejahatan terhadap e
amanan negara,

2 Membsrikan rincian Yang jelas terhadap tindak pidana
politil ini, yaity dari tindak Pidana sekecil—kecilnya
Sampai yang sebesarhbesarnya, Juga rineian /ang  jelas
terhadap Aukuman 7ang  diberikan + dari  hukuman yang
ringan sampai hukuman /ang paling berat,

<. Tidak membedakan Pelakunya, maksudnya tidak ada syarat
apakahn sendirian atay berhelompak, apakah dalam Situasji
tenang atay dalam situasi 7ang kacau, seléma kejahatan
ity bertendensi-kepada keamanan Negara maka kejahatan
tersehyt dimasukkan kedalam kejahatan keamanan negara.

Setelah Penyusun memaparkan Perbedaan dan Persamaan
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menurut hukum islam dan
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maksudnya perbedaan dari sumbernya, kalay hukum  pidana
islam bersumber pada nash sedangkan hukum pidana Indonesia
bersumber dari karva mamusia,

Aspek efektifitaz sanksi atau  hukuman jarimah politilk

Fada bab vang terdahulu telah dijslaskan bahwa Hhukum
nan yang dijatuhbkan bagi pelaku tindak kejahatan terhadap
k2amanan nsgara saebagaimana yang fercantum dalam pasal
104, 104, 107, dan 168 EUHF, telah disebutkan bahwa

hukumannya adalah Aukuman mati, atau pidans saumuyr  hidup
atau pidana penjars selama-lamanva dua pulub tahun.

Marnurut ijma’ Para ulam bahwa tindak pidana pemberon-—

limin mestilah dilakukan PENUMpasan  dengan memeran

Dengan kata lain memerangi mereka itu waiib hukumnya.

Dengan demikian dapatlah diambil suaty kesimpulan , bahwa
memerangl terhadap sagolongan orang yang memsrangi atau
mengadakan penberontakan adalah merupakan suatu bertuk

hubkuman. Dasar hukum dari pada delik pemberontakan atau al

bughat terdapat dalam Firman Allah,Burat Al Hujaratr ayat:?



62

Yy

Artinya : Dan jika ada dua golongan dari orang-orang

mukmin berperang maka damikanlah antara keduan-
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Jadi hukuman vang dijatuhkan kepada pemberocntak cukup
berat, bila tidak demikian, maka akan timbul Fitnah dan
kekacauan serta ketidakstabilan dalam negara dan akhirnya
akan mengakibatkan kegelisahan dikalangan masyrakat sarta
akan menghambat proses pembangunan. Tindakan keras terse
but tidak lain adalah hukuman mati dan hukuman mati adalah
sesuatu dengan perbuatan vang dilakukan karena diperlukan
oleh pemberontak dan Peperangan, maka dikenakan hukuman

mati.{(A. Hanafi. 19467;:27)

Apabila Fefyerang atau pemberontak hetul—betul telah'
mengadakan pEnyYerangan atau pemberontalkan terhadap pemer-—
intah yang sah, maka menurut islam psmerintahan yang =ah
tersebut diperbolehkan mengadakan pembalasan demi untuk
mempertahankan keutuhan negara dari rongrongan yang ingin
menggulingkan pemesrintahan vang sah.

Firman Allah dalam surat Al Eagarah ayat : 190

CETAL\ O L )y 52 55 rCJLLu ool el b 3015
. q.u_sd!
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Artinya : Dan Perangilah dijalan Allah orang - Drané
Yang memerangi kamu, (tetapi) janganlahlkamu me
lampaui bataé, Earena sEsunggubnya  Allah  tidak
manyukai Brang-arang yang m2lampaui hatas.

Oleh karen

il

itu, bahws Orang vang pertama memarangi

dan orang pertama Y Ang bukan murtad
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ialah Savvidina Ali bin Abi Thalib

Diatas telah disebutl—;anEI bahwa bentulk hukuman  bagi
pelaku  +tindalk Pidana politil dalam hukum positif vaitu
hukuman mati dan hukuman Penjara,
hukuman mats bégi Para palaky remberontalkan adal;ﬁ'sehégai
ta’'zir tidak boleh ads Pemotongan  anggota badan atay
menghilanghkan Nyawa, tetapi dijatuhkannya hukuman mati
bagi pelaly tindak pidana pemberontakan adalah didasarkan
kepada kepentingan umum /ang menghendaki demikian hanyasa-
Jja hukuman tersebut tidap boleh diperluas atau diserahkan
seluruhnya kepada Rakim seperti halnya dengan hukuman-—

hukuman +ta°zip ¥Yang lain,

L

AN Penguasa  harus menentukan
macamnya Jjariman 73Ng dijatuhi hukuman.,

Hukuman mati s2bagai  hukuman ta'zir dengan syarat
tersebut diatas sudah barang tenty tidak banyak Jumlahnva.
Di luar ta’zir hukuman mati hanya dikenakan tarhadap
rerbuatan—perbuatan zina; gangguan keamanan, murtad,
pemberuntakgng dan pembunuhan s2ngaja. {A. Hanafi, Azas-

azas Hukum Islan Jdakarta;EBulan Bintang;i?é?;???—E&O).



Jadi hukuman mati yang diterapkan oleh hukum positif
dan hukum islam terhadap para pelaku tindak pidana politik

adalah sejalan.

Adapun alasan vang dikemukakan oleh para sarjana

hukum positif ialah bahwa hukuman mati merupakan cara
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memberantas keiahatan dan mengecilkan
sama sekali nembuat—pembuat vang berbahava dari lingkungan
masyarakat . alasan tersebut tidak berbeda Jauh dengan apa

vang dikemukakan oleh para fugaha. (A Hanafi;Z05}.

Dengan menerapkan hukuman mati bagi para pelaku
tindak pidana politik, maka islam telah menentukan cara
untuk melindungi pemimpin  suatu negara dari kejahatan
untuk menggulingkan dan merangsang kekuasaan « agar ter—

cipta ketenangan dan kestabilan.

Dalam hadits nabi disebutkan

BRSSP R e ) A U5 s

S s J:-::-’\-Lw?-‘hu-m&d-’:)_} (2'_;19 Crp3-
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Artinya : Tidak halal membunuh  seseorang muslim kecuali
karena tiga kesalahan : Orang mukhson ( yang
pernah beristri / bersuami ) vang berzina, maka

dirajam, seseorang yang membunuh orang muslim

L
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dengan zengaja,maka dibunuh pula  dan  sssszorang

a1 Ey

£1145
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yari'at islam (

Ti

kurungan ) hanya merupakan hukuman kedua yang dijatuhkan

atas dari

Nubuman—hukuman +ersshot
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bersifat pilihan, diserahkan kepada hakim untuk di

g g — ) . ' 3 =
Jatuhkan tidak,dan pada umumnys  akan  dijatuhkan

apabila membawa hasil, Sedang dalam hukum Positif hukuman
bawalan Dagl semua  macam jari-

2Y4&  maupun  jarimah  vanog

Zebagai  akibat perbedaan  pendirian terzebut izlah

Banvaknya 2rang vang mendapat hukuman kawalan pada negeri-

FEgQErL o vang memakai fukom positif |, zadang negeri — negeri

|

yang mamakai bukum islamalkan sedikit jumlah mereka.

=

[}

g1 =s=ariana hukum POSitif, hukuman kawalan mErupakan



menjadi hukuman utama, maka bilamana orang vang menjalani

hukuman tersebut bertambah banyak, rumah penjara pun akan

semakin sesak penuh. akibat lain ialah maka rumah - rumah

il
T

penjara menjadi ( tempat ) sekolah kejahatan , meskipun

tujuannya yang utama adalah menjauhkan orang—-orang hukuman

laman dan peng=stahuan

11

memungkinkan untuk bertukar peng

~

[il}

vang berhubungan dengan jarimah—jarimah.

Fengalaman menuniukkan bahwa hukuman kawalan tidak
cukup menumpas kejahatan orang yang perlu ditumpas, ssdang
orang-arang yang sebenarnya diharapkan bisa baik malah
menjadi rusalk.,

Lain halnya dengan hukuman kawalan dalam syari’at
iSiam dimana hukuman © tersebut hanya dijatuhkan kalau
dipandang perlu atas jarimah - jarimah biasa, dan atas
pembuat - pembuat permulaan serta untuk waktu yang tidak
lama. Sebab batas hukuman kawalan minimal satu hari dan
h%tag tertingginya hanya satu tahun, hal ini dipersama-
kannya'demgan pengasingan dalam jarimah zina. Olesh karena
itu jumlah  hukuman orang—orang kawalan tidak banyak dan
masa menjalani hukuman tidak lama. Disamping itu, akhlak
mereka tidak rusak dan  tidak akan menimbulkan dorongan
urntuk membinasakan kejahatan.(Hanafi;3i0)

Hal ini dibuktikan bahwa nabi Muhammad tidak pernah
mengajarkan tentang sistem kepenjaraan baik itu melalui
ayat—ayat al Our’an maupun al Hadits. Islam mengatur pula

hukum perdata dan hukum pidéna bagi mereka, terhyata
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sungguh-sungguh tidak pernah menetapkan wajibnya hukuman
penjara. Al Qur’an tidal peernah mzwajibkan umat islam

menyediakan penjara, malahan tidal Fernah  menganjurkan

ata meEngajarkannya , karena al Buer an  tidak mengandung

atasnva harus

ANQOSran Qouin

renjara ataupun hukuman kurungan .

Dari beterangan—keterangan dan pendapat-pend ahli
hukum terszshut diatas maks T diambil kesimpulan, bahwa
hukuman penjara tidat dapat memperbaiki watal manusia,
malah szbanarnva '5ra_ituiah manusia akan lshih

Jahat lagi. Hal ini  terbukti
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Fingan dan kurano mencerminkan keadilan, sehinooga Ancaman

=4

hukuman  terzshgt tidak mempunvai dampak positi ¥ AN

Tw]

berupa dava pendidikan  atay penakut  vang meanvshbahbkan

i - L R o [ i e g 2 2 i > 1 . H i
terpidana dan lainnya akan khawatir untuk malakukan  keja-

Kita ambil contoh ancaman hukuman zaumye hidup, bahwa

dalam praktek sa2ring kali pidana Penjara selama &  tahun

-

berturut-turut, dengan berkelakuan baik terus-mensrus maka
dapat diusulkan SHpaya pada  terhukum  diberikan arasi
dengan meruban pidana terszebut menjadi  pidana sementara

waktu, Selanjutnya setelah pidana penjara s2umur hidup ity

i ad
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dirubah menjadi pidana penjara 20 tahun, maka jika terhu-
bum juga berkelakusn baik terus-menerus, tiap - tiap tahun
{pada tanggal 17 agustus) padanva daﬁat ula diberi remisi
atas lamanya pidana itu paling banyak satu tahun. (Roeslan
Saleh, Aksara Baru: Jakarta;l?fB;l?)

Dari u

-

L

aian ¢ E

iatas dapat diambil kesimpulan bahwa
ancaman pidana s=umur  hidup pun  bisa menjadi  hukuman
ringan, vaitu hukuman penjara dalam waktu tertentu (terba-.
tas).Ini berarti tidak sesuail dengan bentuk keiahatan vANg
telah dilakukan sebagaimana ancaman hukuman penjara
seunuyr  hidup dalam pasal-pasal KUHF yang pada pokoknya
dituju?an kepada mereka yang ingin manggulingkan kepemim-

ah dari dalam dan

mn

Pinan negara dan pemerintahan vang
luar, |

Kalaw kita lihat, bahwa bentuk kejahatan yang diancam
dengan hukuman penjara seumur hidup, itu termasuk kategori
kejahatan-kejahatan vang paling berat. Tapi ancaman huku-
man seumur hidup yang dapat menjadi hubkuman penjara dalam
waktu tertentn adalah tidak setimpal dengan kejahatan vang
telah dilakukan. Farena tidak menutup kemungkinan bagi
pemberontak atau mereka vang telah mengadakan peny=rangan,
setelah keluar dari penjara mereka menghimpun kskuatan
baru dan mengadakan pemberontakan lagi.

Karena itu hukum islam tidak mengenal atau mewajibkan
hukuman penajara bagi orang yang telah melakukan tindak
pidana yang diancam hukuman penjara, apalagi hukuman

seumur hidup.fAkan tetapi hal ini bukan berarti islam tidak
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mendenal penjaras sama sekali, tapi hukuman penjara  dalam

igslam hanya dipakai untuk menahan ss s@Earang  yang dituduh

melakukan tindak pidana. Sebagaimana yang telah dilakukan

tertuduh sels

disebutlan:
dods Ll der @O 1 UG die d0) (o, 8500 A 50

SRR e Ca ?\J;JJLJ: U i )
(et NG ola ) ‘_,x_c.ﬂ u.)-_;\—e,aﬂ

Artinya : Dari Aaby Hurairah berkata : bhahwa Nabl
* Tuhamma menahan sEsecrang dalam suatu  tuduhan
selama sshari =emalam dengan  harapan ia  mauw

malahirkan kebenaran dengan mengaku terus ter-

(Fatchur Rohman;Bulan Bintangiiakarta;1977:204)
Jadi hadits tersebut diatas dapat dipakai sehagai

dasar bahwa penjara pada masa Rasululloh saw, Dipakai
bukan =sha agail bentuk hubuman vang dijatubhkan kepada nialaky
Eindak pidana, melainkan dipakal sebagai untuk menahan

SEsearang yang perkaranya masih diproses



